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ABSTRAK 

 

Lailatul Rahmi : Kodefikasi Aset Desa pada Kantor Wali Nagari  

            Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah 

                  Datar 

Pembimbing    : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA 

Pada Tugas Akhir ini, penulis memlilih judul Kodefikasi Aset Desa Pada 

Kantor Wali Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. 

Dengan dilatarbelakangi bahwa pemberian kodefikasi pada kantor wali nagari 

tabek patah belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut 

disebabkan belum adanya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai pemberian 

kodefikasi aset desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan kodefikasi aset pada Kantor Wali Nagari Tabek Patah 

Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini adalah penelitian  

kulitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui 

wawancara langsung kepada perangkat nagari Tabek Patah, selain itu penulis juga 

melakukan studi pustaka untuk menunjang terpenuhinya laporan Tugas Akhir ini. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, melalui wawancara dengan perangkat nagari 

Tabek Patah, pengkodefikasian aset desa pada nagari tabek patah terdiri dari kode 

barang yang salah satu contohnya Meja 1 Biro yang diperoleh pada tahun 2017 

dengan kode barang 02.06.04.81 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,  kode 

lokasi Nagari 2006 belum sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kode register 

pada Meja 1 Biro juga sama dengan kode barang yaitu 02.06.04.81 belum sesuai 

dengan aturan yang berlaku.  

Kata Kunci : Kodefikasi Aset Desa pada Kantor Wali Nagari Tabek Patah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya memberikan peluang 

yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan 

pemanfaatan sumber daya daerah, pengelolaan potensi-potensi yang ada di 

daerah tersebut. Pemerintah daerah harus bisa lebih mandiri dalam 

pengelolaan potensi-potensi untuk menghidupkan sistem roda kehidupan 

rumah tangganya sendiri secara mandiri. 

Keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa 

membuat otonomi desa menjadi lebih kuat. Pemerintah desa memiliki 

peran bagi kehidupan masyarakat lantaran desa merupakan pelaksana 

fungsi pemerintahan yang berada di tingkatan paling rendah. Desa selaku 

pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi 

fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan 

sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. 

Pemerintahan desa memiliki kekayaan untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan 

salah satu hasil kekayaan dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan 

keberadaannya. Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa 

perlu memiliki pendapatan dan aset desa. Tanpa ditunjang oleh elemen-

elemen ini pemerintah desa akan menemui kesulitan dalam menjalankan 

tugasnya. Kekayaan asli desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 
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2016 terdiri dari: tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan 

perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, 

pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, 

pemandian umum, dan lain-lain. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

standar akuntansi pemerintah dijelaskan bahwa aset ialah sumberdaya 

ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari kejadian masa 

lalu dan dari mana kegunaan ekonomi dan atau sosial dimasa depan 

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dan 

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non-keuangan yang 

dibutuhkan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum serta sumber-

sumber daya yang dipelihara sebab alasan sajarah dan budaya. (Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) 

Aset melambangkan harta kekayaan yang perlu dibangun dan 

dipelihara, begitu juga terhadap aset pemerintah. Aset yang berada pada 

suatu dinas merupakan harta kekayaan pemerintah yang perlu ditata 

sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu manajemen yang kongkrit dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan aset, pemerintah desa 

harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 

penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar aset desa mampu 
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memberikan kontribusi secara optimal bagi pemerintah desa yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2016, kebijakan pengelolaan aset desa berupa penatausahaan aset 

desa yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan memiliki 

tujuan agar kekayaan milik desa dapat terwujud dengan tertib, efektif, dan 

optimal sesuai prinsip-prinsip pengelolaan aset pada umumnya. 

Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengelolaan aset desa dengan tepat 

dan sesuai dengan peraturan yang ada. 

Suatu aset desa akan sangat berguna jika dikelola sangat baik oleh 

pemerintah desa. Aset atau potensi ialah sumber kemampuan desa untuk 

bangkit. Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 

APBD kabupaten/kota yang ditata dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa) merupakan modal dana yang dapat digunakan 

untuk mengelola aset tersebut. Untuk mencapai kesejahteraan bersama, 

maka aset desa perlu diletakkan sebagai basis sumber penghidupan 

bersama (Musliha, 2016).  

Dalam hal pengontrolan dan pengelolaan asset desa diperlukan 

pencatatan atau pembukuan tentang penggolongan inventaris asset tetap 

yang dimiliki desa. Karakteristik khusus ini menimbulkan peggolongan 

asset desa serta kodefikasi asset desa (Rianti,dkk , 2021).  

Penatausahaan merupakan salah satu tahapan dalam siklus 

Pengelolaan Aset Desa yang terdiri dari rangkaian kegiatan pembukuan, 
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inventarisasi dan pelaporan kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. (Martadinata, 2020) Penatausahaan yang dilakukan di desa 

dapat menjadi bukti transaksi yang digunakan dalam proses akuntansi, hal 

ini dapat berfungsi untuk memudahkan dalam mencatat transaksi berupa 

aset yang dimiliki oleh desa sehingga kepemilikan aset tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Tujuan dalam penatausahaan 

yang baik adalah untuk menciptakan sebuah kesempurnaan dalam 

penyelenggaran administrasi pemerintah desa. Pencatatan aset desa harus 

berdasarkan penggolongan dan kodefikasi barang agar tertibnya 

administrasi penatausahaan barang. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah menjelaskan 

bahwa penggolongan merupakan kegiatan untuk menetapkan secara 

sistematik ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub 

rincian objek dan sub-sub rincian objek. Sedangkan kodefikasi merupakan 

pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-

masing barang milik daerah.  

Peraturan Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa 

kodefikasi aset desa merupakan pemberian kode jenis barang milik Desa 

sesuai dengan penggolongan dari masing-masing barang milik Desa. 

Kodefikasi adalah pemberian nama atau kode barang pada setiap barang 

inventaris milik Pemerintah Desa yang dinyatakan dalam bentuk angka 

(numeric) sebagai suatu entitas dengan tujuan adalah untuk mengamankan 
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dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan 

barang pada masing-masing pengguna (Kemendagri, 2017) 

Proses kodefikasi dalam bentuk upaya pengelolaan asset desa juga 

diterapkan di Kenagarian Tabek Patah. Nagari Tabek Patah merupakan 

salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan 

Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. 

Nagari elok dengan berbagai pesona alam ini terletak sekitar 16 km dari 

pusat Kabupaten Tanah Datar, yaitu Kota Batusangkar. Nagari Tabek 

Patah saat ini memiliki kurang lebih 151 aset desa yang setiap tahun di 

inventariskan. Namun dalam pengelolaannya masih ada aset desa yang 

belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Berdasarkan observasi awal penulis di lapangan ditemukan 

berbagai kendala dalam hal pemberian kodefikasi aset desa. 

pengkodefikasian aset desa terdiri dari kode barang yang mana salah satu 

contohnya Meja 1 Biro yang diperoleh pada tahun 2017 dengan kode 

barang 02.06.04.81,  kode lokasi Nagari 2006, dan kode register pada 

Meja 1 Biro juga sama dengan kode barang yaitu 02.06.04.81. Pencatatan 

kode barang masih terdapat ketidaksesuaian pencatatan kondisi aset yang 

ada di buku inventaris dengan kondisi aset pada saat ini. Dalam pencatatan 

kode lokasi barang Pemerintah Nagari Tabek Patah hanya menggunakan 4 

angka/digit, hal ini menunjukkan pencatatan kode lokasi barang pada 

kantor Wali Nagari Tabek Patah belum sesuai dengan ketentuan umum 

kodefikasi aset desa yang seharusnya menggunakan 10 angka/digit. Pada 
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pencatatan kode register barang kantor wali nagari tabek patah juga belum 

sesuai dengan ketentuan umum kodefikasi aset desa, dimana kode register 

digunakan sebagai tanda pengenal yang dilekatkan pada barang yang 

bersangkutan namun pada kantor wali nagari tabek patah hanya 

menggunakan kode barang dalam pelabelisasian aset desa. hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian kodefikasi aset desa pada kantor wali 

nagari tabek patah belum sepenuhnya sesuai dengan Kementerian Dalam 

Negeri Tahun 2017 mengenai Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa.  

Untuk dapat mengkontrol aset desa dengan baik diperlukan 

pencatatan atau pembukuan tentang  penggolongan  inventaris  aset desa  

yang  dimiliki yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada, agar bisa 

memanajemen dan mengendalikan keuangan dengan baik. Namun 

realitanya, masih terdapat sejumlah kendala yang ada dalam hal 

pelaksanaannya. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut terkait bagaimana proses kodefikasi terhadap asset 

desa yang ada di Kantor Wali Nagari Tabek Patah. Oleh karena itu penulis 

melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Kodefikasi 

Aset Desa Pada Kantor Wali Nagari Tabek Patah Kecamatan 

Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”. 

 

 

 

 



7 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Kodefikasi Aset Desa pada 

Kantor Wali Nagari Tabek Patah?” 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan kodefikasi aset pada Kantor Wali Nagari Tabek Patah 

Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penliti ini di harapkan dapat 

memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membaca dan 

mempelajari penelitian ini. 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan 

serta menambah wawasan peneliti sehubungan dengan penelitian 

tentang penatausahaan aset desa/nagari yang di lakukan di Nagari 

Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. 

2. Bagi Fakultas 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan juga menjadi 

pendorong untuk menerapkan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan 

yang sehubungan dengan tugas akhir penelitian ini. 
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3. Bagi Pemerintahan 

Hasil penelitian ini di harapkan bisa membantu pemerintah 

terutama kantor wali nagari tabek patah dalam melakukan revaluasi di 

setiap penatausahaan aset desa. 

4. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian tugas akhir ini di harapkan dapat menambah 

wawasan dan sumber penambah ilmu maupun menjadikan panduan 

atau referensi bagi pembaca Tugas Akhir ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada BAB IV, 

maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kodefikasi aset desa pada 

Kantor Wali Nagari Tabek Patah sebagai berikut:  

1. Proses pemberian kode barang pada aset nagari tabek patah sudah 

sesuai dengan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 mengenai 

Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa. Hal ini dapat dilihat Proses 

pencatatan aset desa kedalam buku inventaris aset nagari pada kantor 

wali nagari tabek patah sudah sesuai format aturan yang berlaku. 

Dalam hal pemberian kode-kode pada barang yang bersangkutan 

kantor wali nagari tabek patah sudah sesuai dengan lampiran II 

Peraturan Tanah Datar Nomor 61 Tahun 2017 mengenai kode barang 

milik nagari. 

2. Kode lokasi barang pada buku inventaris aset nagari tabek patah hanya 

menggunakan 4 digit/angka, seharusnya nagari menggunakan 10 

angkat/digit agar menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan 

aset nagari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kode lokasi barang 

pada nagari tabek patah belum sepenuhnya sesuai dengan Kementerian 

Dalam Negeri Tahun 2017. 

3. Kode register aset nagari tabek patah belum sesuai dengan 

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 dimana Kantor Wali Nagari 
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Tabek Patah masih menggunakan kode barang pada pelabelisasian aset 

nagari. Seharusnya nagari tabek patah menggunakan kode register 

yang terdiri dari 10 angka/digit kode lokasi, ditambah 1 digit kode 

belanja bidang sesuai kewenangan desa dan, ditambah 4 angka/digit 

tahun perolehan barang serta, 7 angka/digit kode barang ditambah 6 

angka/digit nomor urut pendaftaran barang, agar identitas barang yang 

dipergunakan mudah dilihat.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat 

disimpulkan beberapa saran: 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan 

mempunyai keahlian di bidang penatausahaan aset serta menambah 

jumlah sumber daya manusia di Kantor Wali Nagari Tabek Patah. 

2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melaksanakan sosialisasi dan  

pelatihan bimbingan teknis kepada pengurus barang mengenai 

pelaksanaan penatausahaan aset desa secara berkelanjutan agar 

pembaharuan dan percepatan pelaksanaan penatausahaan aset desa 

tercapai dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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